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Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran Polisi dalam masyarakat
dirumuskan sebagai penegak hukum (Law enforcement officers), pemelihara
ketertiban (order maintenance). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula
pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (crimes fighters). Polri sebagai
aparatur penegak hukum terhadap penanganan huru hara merupakan hal yang
esensial, polri sebagai salah satu unsur terbentuknya sistem hokum yang baik di
Indonesia. Peran Kepolisian dalam pengamanan kegiatan berkumpul yang memicu
rusuh atau huru hara yaitu melalui upaya preventif yang mana polisi mulai dari
melakukan analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang
terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi segenap pihak dalam
rangka mengantisipasi timbulnya kejahatan. Namun, sebagai alat negara,
Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk
menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan
tugas dan fungsinya.

Kegiatan berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah bagian dari Hak Asasi
Manusia yang harus diperhatikan olenh Pemerintah. Namun, perlu disadari pula
bahwa kebebasan tersebut bukan tidak tak terbatas. Pemerintah melalui
Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri serta Kesatuan
Kebangsaan dan Politik daerah mempunyai kewenangan untuk membatasi
kebebasan tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip kebebasan tersebut.
Pembatasan terhadap hak atas kebebasan berkumpul haruslah tidak menghilangkan
hak setiap orang atas hak lainnya. Setiap kegiatan berkumpul wajib untuk
dilindungi. Seperti hal nya dalam pengamanan kegiatan berkumpul Aparat
Kepolisian yang bertugas mengamankan harus bertindak sesuai dengan Standar
Oprasional Prosedur yang ditetapkan. SOP tersebut, tertuang dalam Peraturan
Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan
Kepolisian. Seperti contoh kasus dalam penlitian ini terjadi bentuk kekerasan
hingga penggunaan kekuatan berlebihan oleh Aparat saat melakukan pengamanan
kegiatan berkumpul. Penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat termasuk
pelanggaran HAM yang mencakup pemukulan, penyiksaan dan perlakuan buruk
yang merendahkan martabat manusia, pelecehan, penggunaan alat anti huru-hara
secara sembarangan dan tidak proporsional dengan ancaman kekerasan saat
pengamanan.



Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hokum setiap anggota Polri
diberikan pedoman dalam Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan
dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ICCPR, merupakan
Kovenan yang pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan
kewenangan oleh aparatur represif negara. Sehingga dalam hal ini hak-hak yang
diatur di dalamnya disebut juga hak- hak negatif (negatif rights). Artinya, hak-hak
dan kebebasan yang diatur dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran
negara terbatasi atau terlihat minus. Salah satu bentuk dari tanggung jawab Polri
dalam perlindungan (to protect) HAM adalah menjalankan tugas dan fungsi Polri
dalam penegakan (to enforce) HAM sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Jika
Polri tidak menjalankan tanggung jawab tersebut atau sengaja mengabaikannya,
maka disaat itulah telah ada pelanggaran HAM, baik dalam bentuk by omission
(pembiaran) ataupun by commission (intervensi). Kemudian, dengan adanya
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian tersebut hanya menyangkut dan
menejlasakan tentang Penggunaan Kekuatan. Maka dari itu apabila hanya Perkap
Nomor 1 saja tidak cukup, oleh karena itu perlu ditambah Perkap 8 tahun 2009
tentang HAM karena diperlunkannya re-edukasi Perkap No. 8 tahun 2009 tentang
Implementasi Standar dan Prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Polri kepada
seluruh anggota agar memiliki komitmen dan memastikan semua jajaran anggota
kepolisian dalam bertindak dan bertugas harus menghormati dan melindungi
martabat kemanusiaan serta memelihara dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
(HAM).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan
pengamanan kegiatan berkumpul oleh Kepolisian yang sesuai dengan prinsip dan
standar Hak Asasi Manusia dan juga untuk mengetahui apakah Perkap Nomor 1
Tahun 2009 telah sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Penelitian ini
merupakan penilitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang
diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum
melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan
referensi lainnya yang berhubungan dengan Pengaturan Pengamanan Kegiatan
Berkumpul dan Penggunaan Kekuataan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sejalan dengan ringkasan diatas, maka penulis berharap dengan paradigma baru
Polri diharapkan lebih dapat memantapkan kedudukan dan peranan serta
pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian intergral dari reformasi. Oleh karena itu
Polri harus menata semua hal yang menyangkut kekuasaan yang diberikan oleh
rakyat agar digunakan secara tepat dan proporsional. Penggunaan kekuatan untuk
kekerasan adalah menyerang prinsip-prinsip yang menjadi dasar hak asasi manusia
yaitu penghormatan terhadap martabat yang melekat pada diri manusia. Sehingga
payung hukum yang menjamin Hak untuk hidup dan untuk tidak disiksa serta
larangan penggunaan kekuataan berlebihan oleh aparat kepolisian terhadap
masyarakat dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan berkumpul harus diselesaikan
dengan sebaik dan seadil mungkin dan tidak bisa ditawar lagi.
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ABSTRAK

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian adalah pedoman bagi anggota
Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan tentang penggunaan kekuatan dalam
tindakan kepolisian. Namun, yang terjadi dalam contoh kasus pengamanan kegiatan
berkumpul pada penelitian ini Aparat Kepolisian melakukan kekerasan dan
penggunaan kekuatan berlebih seperti tembakan gas air mata dan kekerasan fisik
secara langsung kepada massa yang sedang ricuh. Meskipun penggunaan Gas air
mata serta benda tumpul lainnya ini diatur didalam perkap tersebut, hal demikian
menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia maka dari itu pada penelitian ini
terjadi konflik norma antara Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dengan Konvensi-
konvensi HAM salah satunya Pasal 33 ayat (1) Undang undang No 39 tentang
HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kewenangan tindakan
pengamanan polisi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki ketika harus
melakukan pengamanan kegiatan berkumpul massa sesuai dengan Prinsin dan
Standar HAM serta mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian. Metode
yang digunakan adalah metode normatif dengan jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah hukum normatif.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tersebut hanya
menyangkut tentang Penggunaan Kekuatan. Maka dari itu apabila hanya Perkap
Nomor 1 saja tidak cukup, oleh karena itu perlu ditambah Perkap 8 tahun 2009
tentang HAM. Diperlunkannya re-edukasi Perkap No. 8 tahun 2009 tentang
Implementasi Standar dan Prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Polri kepada
seluruh anggota agar memiliki komitmen dan memastikan semua jajaran anggota
kepolisian dalam bertindak dan bertugas harus menghormati dan melindungi
martabat kemanusiaan serta memelihara dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
(HAM). Dengan paradigma baru Polri diharapkan lebih dapat memantapkan
kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian intergral dari
reformasi. Oleh karena itu Polri harus menata semua hal yang menyangkut
kekuasaan yang diberikan oleh rakyat agar digunakan secara tepat dan proporsional.

Kata Kunci: Polisi, Hak Asasi Manusia, Pengamanan, Kegiatan Berkumpul
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